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Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan petasan di Kabupaten
Blitar yang sudah dianggap sebagai tradisi turun temurun, sehingga keberadaan
petasan dianggap sebagai hal yang biasa. Pembuatan dan penjualan bubuk petasan
ini diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1951. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. efektifitas Undang-Undang
Darurat Nomor 12 tahun 1951 terhadap kesadaran dan kepedulian masyarakat
pedesaan di Kabupaten Blitar tentang bahan peledak. 2. Bagaimana faktor-faktor
penghambat dalam peningkatan efektifitas Undang-Undang Darurat Nomor 12
tahun 1951 di Kabupaten Blitar? 3. Bagaimana pembuatan dan pemanfaatan
bubuk petasan ditinjau dari figih siyasah? Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode
observasi dan kusioner yang disebarkan kepada masyarakat Kabupaten Blitar.

hasil penelitian dari 100 responden melalui 3 indikator yaitu pengetahuan
hukum, perilaku hukum dan sikap hukum menyatakan bahwa 1. Undang Undang
Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 memiliki dampak terhadap
kesadaran dan kepedulian masyarakat Kabupaten Blitar tentang bahan peledak
petasan terbukti efektif. 2. Faktor yang mempengaruhi efektifatas Undang-
Undang ini adalah melekatnya tradisi petasan pada masyarakat terutama ketika
hari raya idul fitri, selain itu ada beberapa masyarakat yang tergiur akan
keuntungan menjual bubuk petasan. 3. Ditinjau dari figih siyasah. Pada dasarnya
islam tidak secara langsung mengatur hukum penggunaan petasan. Namun
sebagian ulama telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pembakaran
petasan dengan berbagai alasan. Bubuk mesiu di Indonesia sendiri digunakan
secara berbeda-beda, seperti penggalian, pertambangan, konstruksi jaringan pipa,
terowongan dan jalan raya. Untuk mengatisipasi penyalahgunaan bubuk mesiu
negara membuat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
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Abstract
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This research is motivated by the existence of firecrackers in Blitar
Regency which is considered a tradition passed down from generation to
generation, so the existence of firecrackers is considered a normal thing. The
manufacture and sale of firecracker powder is regulated in the Emergency Law of
the Republic of Indonesia Number 12 of 1951. The formulation of the problem in
this research is the 1. effectiveness of Emergency Law Number 12 of 1951 on the
awareness and concern of rural communities in Blitar Regency regarding
explosives. 2. What are the inhibiting factors in increasing the effectiveness of
Emergency Law Number 12 of 1951 in Blitar Regency? 3. How is the
manufacture and use of firecracker powder in terms of siyasah figh? This research
uses quantitative research methods with data collection techniques using
observation methods and questionnaires which are distributed to the people of
Blitar Regency.

The results of research from 100 respondents using 3 indicators, namely
legal knowledge, legal behavior and legal attitudes, stated that 1. the Emergency
Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 on the awareness and
concern of the people of Blitar Regency regarding firecracker explosives has
proven to be effective. 2. The factor that influences the effectiveness of this law is
the inherent tradition of firecrackers in society, especially during the Eid al-Fitr
holiday, apart from that there are some people who are tempted by the profits of
selling firecracker powder. 3. Judging from siyasah figh. Basically, Islam does not
directly regulate the law on the use of firecrackers. However, some ulama have
issued fatwas prohibiting burning firecrackers for various reasons. Gunpowder in
Indonesia itself is used in different ways, such as excavation, mining, construction
of pipelines, tunnels and roads. To anticipate the misuse of gunpowder, the state
created Emergency Law Number 12 of 1951.
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